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Dibahas
SAWAHLUNTO, METRO

Defisit keuangan daerah baru dapat diketahui
setelah Rencana APBD selesai dibahas clan diun-
dangkan rnenjadi APBD Kota Sawa-hluntlr tahul 2021.
Defisit keuangan adalah perbedaan antara pendapatan
dan pengeluaran yang dil"rarapkan atau direncanakan
dalam penlrrsunan anggaran dan penclapatan beianja
daerah dalam satu tahun,,'";*;;i;i;;;';;;:
kan mengaru pada pera-
turan menteri keuangan
terkait ambang batas de-
fisit sebesar 5 persen dari
iumlahAPBD

Kepala Badan Penge-
lola Keuangan Dan Ang-
garan Keuangan Daerah-
(BPKAD) Kota Sawah-
lunto, Afridarman SE
mengatakan, angka defi-
sit Rp 102 miliar seperti
yang,.lisampaikan cla-
lam pandangan un-Iulr:r
Fraksi PK?l tcrscbut be-
lum dibalras elan beltrnr
final." Defisit itu bam clapat diketahui setelah RAI'BD
selesai dibahas. Kalau angka defisitnva sebesar itu,
itu sama saja mengatakan pemerintah tidak beker:ja,"
ucap Afridarman, Minggu kemarin.

- Adaltt sel-jsih data antara-junrlah Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD} yang telah di pubiish

, Kementrian Keuangan 202.t dengan data hasil
, kesepakatan bersama antara DPITD dan I'emko
.. San'ahlunto didalam KUA'-PPAS R-APBD Kota

Salvahlunto Sawahiunto tidak dapat ciiiadikan dasar'
dalan'r menentukan defisitnya keuangan daerah.

Dalam nota jawaban Walikota atas Pancldngan
Fraksi Fraksi Terl-radap R-APBD -fahun 2021 drje-
laskan, bahrva penysslrtluo APBD harus nlengacu
pada jurnlah pendapatan daerah yang'bersurnber
dari dana perimbangan APBN melalui transfer Dana
Alokasi Umum (DAU). Besaran iumlah DAU ini
ditetapkan lelr.'at Peraturan Irresiden (Perpres).

Sementara, Kementri.an Keuangan belum mem-
publis data tersebut. Den.gan menurunn,va pen.-
dapatan daerah tentunya perlu pembahasan untuk
raiionalisasi anggaran dengan mernperhatikan
skala prioritas program pemerintah daerah.Airi-
darman menambahkan, sistem pelaporan anggaran
keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel yalg
disajikan Pemko Sawahlunto selama ini sangat baik."
IJahkan tahun ini, Pemko Sawahlunto kembali
merripefoleh penilaian Opini Wajar Tanpa Pe-
ngegualian (WTP) kelima dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPKl Rl," kata Afridalman.

Dengan raihan WTP tahun ini, pemerintah Kota
Sar,vahlunto kemhali mendapatkan reward berupa

. suntikan Dana Insentif Daerah (DID) dari Ke-
menterian keuangan sebesar Rp 37 miliar dalam
AFBD 2021, (*/cr2)
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